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BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI TABANAN,

	Menimbang
	:
	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 14, Pasal 16 ayat (6), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (7), Pasal 31 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 54, Pasal 69 ayat (3), Pasal 72 ayat (3), Pasal 75 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 86 ayat (3), dan Pasal 90 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

	Mengingat
	:
	1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan  Nusa Tenggara Timur  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16);




MEMUTUSKAN:

	Menetapkan
	:
	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN


BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Bupati adalah Bupati Tabanan.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.

4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan. 

5. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. 

6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 

7. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel. 

8. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisi dampak lalu.

9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. 

10. Badan Hukum adalah suatu Badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. 

11. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan Koperasi. 
12. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 

13. Terminal penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.

14. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 

15. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.

16. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 

17. Trayek adalah lintasan Kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal. 

18. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. 

19. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. 

20. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.

21. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.

22. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

23. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap Kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu. 

24. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk jenis apapun, termasuk untuk penunjang rekreasi atau pariwisata dan penangkapan ikan atau nelayan yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

25. Pengujian berkala Kapal yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian Kapal yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kapal.

26. Uji Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap Kapal yang pada waktu pengujian tidak lulus uji, atau ketika dilakukan pemeriksaan di danau ditemukan dalam kondisi tidak memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan Kapal  yang dapat membahayakan keselamatan pengmudi, penumpang dan Kapal lainnya atau terhadap Kapal yang diubah bentuk dan/atau fungsinya.

27. Kelaikan Kapal keadaan Kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan Kapal, pencemaran perairan dari Kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum Kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari Kapal, dan manajemen keamanan Kapal untuk berlayar diperairan tertentu. 

28. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. 

29. Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang Kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik Kendaraan bermotor untuk merawat Kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor. 

30. Bengkel Pelaksana Uji Emisi adalah bengkel Kendaraan bermotor yang telah mendapat penetapan untuk menyelenggarakan uji emisi dan perawatan Kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor. 

31. Teknisi Uji Emisi adalah orang yang melaksanakan uji emisi dan perawatan Kendaraan bermotor di bengkel uji emisi. 

32. Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi adalah tanda bukti tertulis yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi untuk menyatakan bahwa Kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor telah mengikuti uji emisi dan perawatan serta telah memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor yang ditunjukkan dengan stelan mesin yang benar.
Pasal 2

Maksud dan Tujuan

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menyangkut tatacara penyelenggaraan dalam berlalu lintas dan angkutan jalan.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini demi terwujudnya pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian, serta memajukan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup  Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Tata cara penerbitan rekomendasi;

b. Tata cara perizinan;

c. Tata cara andalalin dan tata cara mendapatkan persetujuan andalalin;

d. Tarif angkutan penumpang;

e. Penyediaan angkutan massal;

f. Penetapan trayek tertentu;

g. Perhitungan besaran pembelian layanan angkutan umum;

h. Tata cara pemberian dispensasi pengguna jalan;

i. Penertiban terminal penumpang;

j. Tata cara pengajuan permohonan dan persetujuan;

k. Tata cara pemeriksaan dan pengujian fisik;

l. Pengujian kapal;

m. Tata cara pemeriksaan ambang batas emisi gas buang;

n. Penetapan lokasi dan fasilitas parkir untuk umum;

o. Mengenai tata cara perizinan, syarat-syarat administrasi dan teknis;

p. Tata cara penyelenggaraan pendidikan pengemudi;

q. Tata cara pengenaan sanksi administratif;

BAB II

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI

Pasal 4

(1) Setiap orang atau badan usaha mengajukan surat permohonan rekomendasi untuk menyelenggarakan penggalian, pendirian dan pemasangan utilitas di jalan kabupaten kepada Kepala Dinas.

(2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membentuk tim pengkajian yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

(3) Hasil kajian dari tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Berita Acara sebagai dasar untuk menerbitkan rekomendasi.

(4) Surat permohonan rekomendasi dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
(5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. surat permohonan yang disertai dengan materai;
b. surat keterangan kepala lingkungan tentang lokasi penggalian, pendirian dan pemasangan utilitas; dan
c. fotocopy ktp. 

(6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: 

a. gambar situasi bangunan;
b. jenis peruntukan bangunan;
c. rencana jalan akses; dan
d. rencana sistem drainase
(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari.
BAB III

TATA CARA PERIJINAN

Pasal 5

(1) Setiap orang atau badan usaha mengajukan surat permohonan izin atas pembuatan, pemindahan, perubahan, pembongkaran yang mengakibatkan tidak berfungsinya perlengkapan jalan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(2) Bupati menerbitkan izin pembuatan, pemindahan, perubahan, pembongkaran yang mengakibatkan tidak berfungsinya perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis.

(4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. surat permohonan yang disertai dengan materai;
b. fotocopy ktp; dan 
c. nama perusahaan yang berbadan hukum. 
(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
a. gambar perlengkapan jalan;
b. jenis peruntukan perlengkapan jalan; dan
c. lokasi perlengkapan jalan.
BAB IV

TATA CARA ANDALALIN DAN TATA CARA MENDAPATKAN

 PERSETUJUAN ANDALALIN

Bagian Kesatu

Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur

Pasal 6

(1) Persetujuan Andalalin diberikan pada pengembang atau pembangun pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur pada jalan kabupaten dan/atau jalan desa yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ. 
(2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.

(3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:

a. kegiatan perdagangan;
b. kegiatan perkantoran;
c. kegiatan industri;
d. fasilitas pendidikan:

1. sekolah atau universitas;
2. lembaga kursus;
e. fasilitas pelayanan umum:
1. rumah sakit;
2. klinik bersama;

3. bank;
f. stasiun pengisian bahan bakar umum;

g. hotel;

h. gedung pertemuan;

i. restoran;

j. fasilitas olah raga (indoor atau outdoor);

k. bengkel kendaraan bermotor;

l. pencucian mobil; dan/atau

m. bangunan lainnya.
(4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. perumahan dan permukiman;
b. rumah susun dan apartemen;
c. asrama;
d. ruko; dan/atau

e. permukiman lainnya.
(5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. akses ke dan dari jalan tol;
b. pelabuhan;

c. bandar udara;

d. terminal;

e. stasiun kereta api;

f. pool kendaraan;

g. fasilitas parkir untuk umum;

h. jalan layang (flyover);

i. lintas bawah (under pass)

j. terowongan (tunnel); dan/atau

k. infrastruktur lainnya.
Bagian Kedua

Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 7

(1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

(2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dihitung berdasarkan:
a. Jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
b. Jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
(3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf e dihitung berdasarkan:

a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;

b. jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau

c. luas bangunan, untuk bank.
(4) Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f dihitung berdasarkan jumlah dispenser.

(5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g dihitung berdasarkan jumlah kamar.

(6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf i dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.

(7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga (indoor atau outdoor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf j dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.

(8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf k dan l dihitung berdasarkan luas lahan.
Pasal 8

(1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dan b dihitung berdasarkan jumlah unit.
(2) Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dihitung berdasarkan jumlah kamar.

(3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
Pasal 9

(1) Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flyover), lintas bawah (underpass), dan/atau terowongan (tunnel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf h, huruf i, dan huruf j, apabila jalan layang (flyover) dan/atau lintas bawah (underpass) dan/atau terowongan (tunnel) merupakan jalan akses dari/ke jalan eksisting.
(2) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flyover), lintas bawah (underpass), dan/atau terowongan (tunnel) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 10

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) lebih besar 30 % (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal dilakukan Andalalin.
(2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat lebih besar 50 % (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok dilakukan Andalalin.
(3) Perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal dilakukan Andalalin.
Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan
Pasal 12

(1) Untuk memperoleh persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) pengembang atau pembangun harus menyampaikan surat permohonan persetujuan Andalalin kepada Bupati dilampiri dengan dokumen Andalalin.

(2) Permohonan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
(3) Bupati memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
(4) Surat Permohonan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Penyusunan Dokumen Andalalin
Pasal 13

(1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2) Dalam melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
(3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.
Pasal 14
(1) Hasil kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. Perencanaan dan
metodologi analisis
dampak lalu
lintas, meliputi:
1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;

3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;

4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;

5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;

6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;

7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;

8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan

9. metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;

2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan

3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
c. analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
d. analisis distribusi perjalanan;

e. analisis pemilihan moda;

f. analisis pembebanan perjalanan;

g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:
1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;

2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;

3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan

4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;

2. penyediaan angkutan umum;

3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;

4. manajemen kebutuhan lalu lintas;

5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;

6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;

7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;

8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;

9. penyediaan fasilitas
pejalan kaki
 dan berkemampuan khusus;

10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;

11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;

12. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau

13. penyediaan fasilitas penyeberangan;
i. rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;

j. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:

1. pemantauan oleh Pemerintah, meliputi:
a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan

b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
2. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;

b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan

c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;

2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;

3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan

5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Bagian Kelima

 Sertifikasi Tenaga Ahli

Pasal 15

(1) Tenaga ahli lembaga konsultan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2) Sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG

Pasal 16

(1) Bupati menetapkan tarif untuk angkutan penumpang yang terdiri atas:
a. umum; 
b. pelajar; dan
c. mahasiswa
(2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VI

PENYEDIAAN ANGKUTAN MASSAL

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan dan perdesaan.

(2) Angkutan Massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:

a. Mobil Bus yang berkapasitas angkut massal;

b. Lajur khusus;

c. Trayek Angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan Trayek Angkutan Massal; dan

d. Angkutan pengumpan.

(3) Penyediaan angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebagai pendukung angkutan massal dapat diberi subsidi melalui pembelian layanan angkutan umum. 
(4) Sumber pembelian layanan angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bersumber dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber lain yang sah.
BAB VII

PENETAPAN TRAYEK TERTENTU

Pasal 18

(1) Bupati menetapkan trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor keselamatan terdiri atas trayek angkutan perkotaan dan perdesaan khusus untuk siswa.
(2) Trayek angkutan perkotaan dan perdesaan khusus untuk siswa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kajian teknis, usulan kebutuhan dari sekolah atau masyarakat.

(3) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VIII

PERHITUNGAN BESARAN PEMBELIAN LAYANAN

ANGKUTAN UMUM 

Pasal 19

(1) Pembelian Layanan Angkutan umum diberikan pada suatu Trayek tertentu berdasarkan besarnya biaya operasional kendaraan.

(2) Pembelian layanan angkutan umum pada trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memilih operator angkutan berbadan hukum mengacu pada aturan pengadaan barang dan jasa. 

(3) Komponen biaya operasional kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Biaya langsung; 
b. Biaya tidak langsung; dan

c. Margin operator.

(4) Komponen yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN DISPENSASI PENGGUNA JALAN

Pasal 20

(1) Kendaraan angkutan barang beroperasi diluar kelas jalan yang ditetapkan setelah mendapat dispensasi pengguna jalan.

(2) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dispensasi hanya berlaku untuk kendaraan tertentu, waktu, dan jalan yang telah ditetapkan dalam dispensasi.

(3) Dispensasi pengguna jalan diterbitkan oleh Dinas.

(4) Tata cara pemberian dispensasi pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. Formulir permohonan;

b. Fotocopy identitas pemohon perorangan/perusahaan;

c. Identitas Kendaraan; 

d. Rute lintasan yang dimohon;

e. Waktu operasional; dan 

f. Jenis dan berat muatan. 

BAB X

PENERTIBAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 21

(1) Penertiban Terminal penumpang terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap teratur, tertib, lancar dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan Terminal. 

(2) Penertiban terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.  calon penumpang yang keluar atau masuk ke daerah terminal;
b.  penggunaan fasilitas penunjang sesuai peruntukannya;
c.  gangguan pedagang asongan, pengemis, calo; dan
d.  gangguan keamanan.
(3) Penertiban Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan membentuk tim yang ditetapkan dengan  Keputusan Kepala Dinas. 

BAB XI

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERSETUJUAN FASILITAS PENUNJANG TERMINAL

Pasal 22

(1) Setiap orang dan/atau Badan yang memanfaatkan fasilitas penunjang Terminal dan Pemanfaatan lahan terminal untuk kios/toko harus mendapatkan Persetujuan Bupati.

(2) Tata Cara Pengajuan Permohonan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

b. Photocopy Akte Pendirian Perusahaan;

c. Photocopy KTP;

(3) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap, harus mendapat persetujuan. 

(4) Bupati membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. 

(5) Sebelum mendapatkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang dan/atau badan harus mengajukan permohonan kepada Dinas.
(6) Pemohon yang telah memperoleh persetujuan pengelolaan jasa fasilitas penunjang terminal berlaku selama 1 (satu) dan dapat diperpanjang. 

(7) Persetujuan Pemanfaatan fasilitas penunjang terminal dan pemanfaatan lahan terminal dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama.
(8)  Permohonan perpanjangan persetujuan sebagaimana dalam ayat (2) Pasal ini dapat dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku ijin dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa berlaku,pemegang kartu tidak melaksanakan permohonan perpanjangan maka persetujuan tersebut dianggap berakhir.

BAB XII

TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN FISIK

Pasal 23

(1) Pemeriksaan dan pengujian fisik dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang terdiri dari:

a. mobil penumpang umum;

b. mobil bus;

c. mobil barang;

d. kendaraan khusus;

e. kereta gandengan;

f. sepeda motor roda tiga yang dimodifikasi atau sepeda motor dengan  rumah-rumah; dan

g. kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan. 

(2) Pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengujian terhadap:

a. persyaratan teknis; dan 

b. laik Jalan. 

(3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga penguji yang bersertifikasi.

Pasal 24

(1) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan atau tanpa peralatan uji.

(2) Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. susunan;

b. perlengkapan;

c. ukuran;

d. rumah-rumah;

b. rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya;   dan

c. berat kendaraan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara     visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.

(4) Pemeriksaan secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling   sedikit meliputi:

a. nomor dan kondisi rangka kendaraan bermotor;

b. nomor dan tipe motor penggerak;

c. 
kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran    bahan bakar;

d. kondisi sistem converter kit bagi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;

e. kondisi dan posisi pipa pembuangan;

f. ukuran roda dan ban serta kondisi ban;

g. kondisi sistem suspensi;

h. kondisi sistem rem utama;

i. kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya;

j. kondisi panel instrumen pada dashboard Kendaraan;

k. kondisi kaca spion;

l. kondisi spakbor;

m. bentuk bumper;

n. keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan;

o. rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya;

p. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk mobil bus; dan

q. kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai 
kolong, pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup.

(5) Pemeriksaan secara manual dengan atau tanpa alat bantu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:

a. kondisi penerus daya; 

b. sudut bebas kemudi;

c. kondisi rem parkir;

d. fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;

e. fungsi penghapus kaca;

f. tingkat kegelapan kaca;

g. fungsi klakson;

h. kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;

i. ukuran kendaraan;

j. ukuran tempat duduk, bagian dalam kendaraan, clan akses keluar darurat khusus untuk mobil bus; dan

k. teknologi jenis kendaraan bermotor (hybrid, BBG, listrik, panas    menjadi tenaga penggerak).

(6) Dalam hal pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kereta gandengan dan kereta tempelan paling   sedikit meliputi:

a. pengukuran berat;

b. pengukuran dimensi; dan 

c. 
pemeriksaan konstruksi.

Pasal 25

(1) Pengujian laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pengukuran kinerja minimal kendaraan bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan.

(2) Pengujian laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan peralatan uji.

Pasal 26

(1) Pemeriksaan  susunan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap:

a. rangka landasan;

1) roda kelima (Fifth ioheeb untuk mobil barang yang dirancang untuk    menarik kereta tempelan sesuai ISO;

2) alat penggandeng (Towing Eye) untuk mobil barang yang dirancang   untuk menarik kereta gandengan yang memiliki gerakan terbatas    sesuai ISO.

b. motor penggerak meliputi sumber energi seperti bahan bakar 
minyak, bahan bakar gas, listrik dan kombinasi bahan bakar minyak   dengan listrik (hybrid).

c. sistem pembuangan;

d. sistem penerus daya;

e. sistem roda-roda;

f. sistem suspensi;

g. sistem alat kemudi;

h. sistem rem;

i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya terdiri atas :

1) lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda;

2) lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda;

3) lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;

4) lampu rem berwarna merah;

5) lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda;

6) lampu posisi   belakang  berwarna   merah;

7) lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda kecuali untuk Sepeda Motor;

8) lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor di bagian   belakang  Kendaraan   berwarna   putih;

9) lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar   kelap-kelip;

10) lampu tanda batas dimensi Kendaraan Bermotor berwarna putih atau kuning muda untuk Kendaraan Bermotor yang lebarnya lebih   dari 2.100 (dua ribu seratus) milimeter untuk bagian depan dan berwarna merah untuk bagian belakang;

11) alat pemantul cahaya berwarna merah yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor.

j. Komponen pendukung terdiri atas :

1) Pengukur kecepatan;

2) Kaca spion;

3) Penghapus kaca;

4) Klakson;

5) Spakbor;

6) Bumper.

7) Pengarah angin, untuk mobil barang bak muatan tertutup.

(2) Pemeriksaan perlengkapan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud    dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b meliputi pemeriksaan terhadap :

a. sabuk keselamatan;

b. ban cadangan;

c. segitiga pengaman;

d. dongkrak;

e. pembuka roda;

f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan
Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki Rumah-rumah;   

g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan; dan

h. perlengkapan keselamatan seperti alat pemecah kaca, alat pemadam   kebakaran ringan untuk mobil bus.

(3) Pemeriksaan ukuran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf  c meliputi pemeriksaan terhadap :

a. panjang kendaraan;

b. lebar kendaraan;

c. tinggi kendaraan;

d. jarak sumbu kendaraan;

e. julur depan (front over hang);

f. julur belakang (rear over hang)

g. sudut pergi kendaraan;  

h. jarak bebas kendaraan (ground clearance);
i. jarak tertinggi anak tangga paling bawah dari permukaan tanah   untuk mobil bus; 

j. lebar anak tangga untuk mobil bus.

k. tinggi ruang penumpang untuk mobil bus;

l. lebar pintu untuk mobil bus;

m. ukuran tempat keluar darurat untuk mobil bus;

n. 
lebar bak muatan terhadap ukuran kabin depan atau ban terluar    untuk mobil barang;

o. jarak bak muatan terhadap kabin untuk mobil barang;

p. jarak sumbu untuk sumbu ganda atau triple pada mobil barang dan/atau mobil bus;

q. tinggi bak muatan untuk mobil barang;

r. lebar lorong (Gang Way) untuk mobil bus;

s. jarak antar tempat duduk untuk mobil bus; dan

t. lebar tempat duduk.

(4) Pemeriksaan rumah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d meliputi pemeriksaan terhadap:

a. kaca;

b. pintu berikut engsel;

c. badan kendaraan, tidak keropos, tidak ada bagian yang runcing dan tidak berkarat (tidak korosi);

d. bumper;

e. perisai kolong;

f. konstruksi tempat duduk; dan

g. tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor.

Pasal 27

(1) Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) paling sedikit meliputi uji:

a. emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang; 
b. tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot; 

c. kemampuan rem utama;

d. kemampuan rem parkir;

e. kincup roda depan;

f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;

g. akurasi alat penunjuk kecepatan;  

h. kedalaman alur ban; dan

i. daya tembus cahaya pada kaca.

(2) Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kereta gandengan dan kereta tempelan paling   sedikit meliputi:

a. uji kemampuan rem;

b. kedalaman alur ban; dan

b. uji sistem lampu.

Pasal 28

(1) Tenaga penguji yang bersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) merupakan tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor  secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji.

(2) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang pengujian kendaraan bermotor serta lulus uji kompetensi penguji kendaraan bermotor.

(3) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal.

BAB XIII

PENGUJIAN KAPAL

Pasal 29

(1) Pengujian kapal dilakukan terhadap setiap kapal yang dioperasikan di danau.

(2) Pengujian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. uji awal;

b. uji berkala; dan 

c. uji ulang

(3) Pengujian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tenaga penguji kapal yang memiliki kualifikasi teknis.

(4) Tenaga penguji kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tenaga pemeriksa yang memiliki kompetensi atas pemeriksaan persyaratan teknis dan kelaikan kapal.

Pasal 30

(1) Uji awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Kapal yang akan dioperasikan di danau.

(2) Pendaftaran dan permohonan uji awal Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemilik kapal atau yang dikuasakan dengan membawa surat permohonan pengoperasian Kapal ke Dinas dengan melampirkan persyaratan dokumen kelengkapan Kapal sebagai berikut:

a. bukti kepemilikan Kapal;

b. identitas pemilik/ fotocopy atau identitas lain yang masih berlaku;

c. surat keterangan ukur. 

(3) Pendaftaran dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwakilkan dengan melengkapi surat kuasa bermaterai dari pemilik.

Pasal 31

(1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Kapal yang telah dioperasikan di danau.
(2) Pendaftaran dan permohonan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemilik Kapal atau yang dikuasakan dengan membawa dokumen kepemilikan Kapal ke Dinas.
(3) Pendaftaran dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwakilkan dengan melengkapi surat kuasa bermaterai dari pemilik.

Pasal 32

(1) Uji ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
a. Kapal yang pada waktu pengujian tidak lulus uji;
b. Kapal yang pada waktu dilakukan pemeriksaan di danau ditemukan dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan kapal; dan/atau
c. Kapal yang diubah bentuk dan/atau fungsinya.
(2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat perintah yang diberikan penguji pada saat pengujian atau oleh petugas Dinas pada saat pengujian atau pada saat pemeriksaan Kapal.

(3) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat perintah uji ulang.
Pasal 33

(1) Kapal yang telah dinyatakan lulus pengujian Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diberikan tanda bukti lulus uji berupa pas kecil.
(2) Setiap Kapal yang telah memiliki pas kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada lambung Kapal ditempatkan tanda nomor atau plat Kapal untuk mempermudah petugas dalam melakukan pengawasan.
(3) Setiap pas kecil dan/atau tanda nomor atau plat Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) rusak atau tidak terbaca atau hilang, pemilik Kapal harus melakukan penggantian pas kecil dan/atau tanda nomor atau plat Kapal dengan melapor kepada Dinas.
(4) Pas kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan diperpanjang setiap tahun.
(5) Perpanjangan pas kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
Pasal 34

Tanda lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila:
a. Tidak melakukan pengujian kembali setelah habis masa berlaku;
b. Melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas pas kecil dan surat persetujuan pengoperasian Kapal sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Kapal menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau kelaikan Kapal lagi disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal yang secara obyektif menyebabkan Kapal tidak sesuai dengan syarat teknis yang ditentukan; dan/atau
d. Mengalihkan kepemilikan Kapal sehingga nama pemilik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam pas kecil dan surat persetujuan pengoperasian Kapal.
Pasal 35

(1) Apabila kapal dinyatakan tidak lulus uji, penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) harus memberitahukan secara tertulis perbaikan yang harus dilakukan dan waktu serta tempat untuk dilakukan uji ulang Kapal pada pemilik Kapal.
(2) Apabila pemilik atau pemegang Kapal tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
(3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja harus memberikan keputusan tentang diterima atau ditolaknya permohonan, setelah mendengar penjelasan penguji.
(4) Apabila permohonan keberatan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemilik atau pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai permohonan baru.
Pasal 36

(1) Untuk menjamin agar Kapal tetap memenuhi persyaratan teknis dan/atau kelaikan Kapal, Dinas melakukan pemeriksaan dan pengawasan operasional.
(2) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat keberadaan Kapal.
(3) Dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan/atau kelaikan Kapal, maka dapat dilakukan:
a. pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang untuk dilakukan uji ulang untuk pemenuhan persyaratan kelaikan Kapal.
b. menahan atau menyita pas kecil dan surat persetujuan pengoperasian Kapal.
BAB XIV

TATA CARA PEMERIKSAAN AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG

Pasal 37
(1) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor dilakukan terhadap: 

a. mobil penumpang umum; 

b. mobil bus; 

c. mobil barang; 

d. mobil pribadi; 

e. kendaraan penarik kereta gandengan dan kereta tempelan; dan 

f. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dengan rumah-rumah dan/atau pengangkut barang. 

(2) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor. 

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tenaga penguji yang bersertifikasi.
(4) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. pemeriksaan terhadap bahan bakar bensin dengan menggunakan gas analyzer; dan
b. pemeriksaan terhadap bahan bakar diesel dengan menggunakan smoke tester.
(5) Tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tenaga pemeriksa yang memiliki kompetensi penguji kendaraan bermotor.
(6) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Direktur Jenderal.

BAB XV

PENETAPAN LOKASI DAN FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM

Pasal 38

(1) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Swasta dengan memperhatikan: 

a. rencana tata ruang wilayah; 

b. analisis dampak Lalu Lintas; dan 

c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.

(2) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a.   Jalan Gajah Mada Timur;

b.   Jalan Melati;

c.   Jalan Kenyeri;

d.   Jalan Gajah Mada Barat (sebelah selatan jalan);

e.   Jalan Gajah Mada Barat (sebelah utara jalan);

f.   Jalan Gelatik;
g.   Jalan Gunung Batur;

h.   Jalan Danau Tamblingan;

i.   Jalan Kaswari;

j.   Jalan Subali (Pasar Taman Sari);

k.   Jalan Diponegoro;

l.   Jalan Pulau Menjangan;

m.  Jalan Mawar;

n.   Jalan Gunung Batur areal Pasar Transit;

o.   Jalan MH Tamrin;

p.   Jalan Katamso; 

q.   Pasar Penebel;

r.   Pasar Senganan;

s.   Pasar Marga;

t.   Pasar Candi Kuning;

u.   Pasar Baturiti;
v.   Pasar Sayur Mayur;

w.   Pasar Pupuan;

x.   Pasar Bajera;

y.   Pasar Kerambitan;

z. Pasar Hewan Kediri;

aa. Jalan Cendrawasih;
ab. Jalan kamboja ; dan

ac. Jalan Parkit (Sebelah selatan Gedung Mario). 

ad. Jalan Pahlawan (Area parkir dalam BRSU)

BAB XVI

TATA CARA PERIZINAN, SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI DAN TEKNIS SERTA PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 39

(1) Pengelolaan Parkir di tempat khusus parkir milik swasta dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pengkaji yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas. 

(3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2), pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Dinas Perhubungan dengan persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut:
a. mengisi dan menandatangani surat permohonan; 

b. menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku;

c. memiliki atau menguasai areal tanah yang luasnya sesuai dengan kapasitas parkir kendaraan yang akan disediakan yang dibuktikan dengan kepemuilikan tanah;

d. menyerahkan fotocopy nomor pokok wajib pajak (NPWP);

e. melampirkan denah lokasi/lay out lahan parkir; dan

f.  menyerahkan fotocopy akta pendirian perusahaan untuk badan usaha.

(4) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak persyaratan administrasi permohonan izin diterima dengan lengkap dan benar, maka Kepala Dinas Perhubungan menerbitkan Izin Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir.
BAB XVII

TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PENGEMUDI

Pasal 40

(1) Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, Badan atau Perorangan.

(2) Penyelenggaraan pendidikan mengemudi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Penyelenggaraan pendidikan mengemudi oleh Badan Hukum, Badan atau perorangan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

(4) Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

a. rencana lokasi lapangan untuk praktek mengemudikan kendaraan bermotor; 
b. memiliki  atau menguasai  kendaraan bermotor yang memenuhi  persyaratan teknis dan laik  jalan;

c. memiliki tenaga instruktur mengemudi yang bersertifikat berkompetensi instruktur mengemudi dari dinas tenaga kerja untuk mengeluarkan sertifikasi kompetensi instruktur. 

BAB XVIII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

(1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau Badan Usaha, yang terdiri atas:

a. Teguran lisan;

b. Teguran tertulis;

c. Penghentian sementara kegiatan;

d. Penghentian tetap kegiatan;

e. Pencabutan sementara izin;

f. Pencabutan tetap izin; dan/atau

g. Denda administratif.

(2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap batas usia kendaraan, persentase penembusan cahaya pada kaca kendaraan bermotor maksimal sebesar 60% (enam puluh persen), menggunakan knalpot yang berpotensi menimbulkan kebisingan, dan tidak menggunakan lampu yang menyilaukan pengguna jalan.

(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran:

a. Tidak mengganti kerugian akibat merusak perlengkapan jalan;

b. batas usia kendaraan, prosentase penembusan cahaya pada kaca   kendaraan bermotor maksimal sebesar 60% (enam puluh persen), menggunakan knalpot yang berpotensi menimbulkan kebisingan, dan tidak menggunakan lampu yang menyilaukan pengguna jalan;

c. Tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek;

d. Tidak menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus dan sesuai dengan kelas jalan yang ditetapkan;

e. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

f. Bagi kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) >7500 parkir di tepi jalan umum; dan

g. Tidak memberikan perlakuan khusus di bidang transportasi kepada kaum difabel, usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.

(4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran:

a. saat melakukan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sesuai persyaratan teknis  dan tidak mendapat rekomendasi dari Dinas;

b. Memasang reklame yang menggunakan bentuk, ukuran dan warna yang menyerupai rambu lalu lintas;

c. Mendirikan bangunan dan menempatkan benda, tanda atau display pada ruang lalu lintas jalan Kabupaten;

d. Menyelenggarakan penggalian, pendirian, dan pemasangan utilitas di jalan Kabupaten tidak dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas;

(5) Penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf d dikenakan apabila setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran:
a. Tidak memiliki izin Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan pada jalan Kabupaten;

b. Tidak menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus dan sesuai dengan kelas jalan yang ditetapkan;

c. Tidak memberikan perlakuan khusus di bidang transportasi kepada kaum difabel, usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.

(6) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan apabila setiap orang atau badan usaha yang melakukan   pelanggaran:
a. Tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek;

b. Tidak melakukan perubahan terhadap kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan orang untuk setiap kendaraan yang dioperasikan;

c. Bagi para operator atau pengusaha angkutan umum yang tidak mentaati besaran tarif penumpang yang telah ditetapkan.
(7) Pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikenakan apabila setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran:

a. Mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah meledak, dan bahan lain dengan cara yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkut yang terbuka;

b. Tidak melakukan Andalalin dalam setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur pada jalan Kabupaten yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ;

c. Tidak menutup konstruksi bak muatan sehingga muatan yang diangkut sehingga mencemari lingkungan;

d. Tidak melakukan pengujian Kapal yang dioperasikan di danau.

(8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  dikenakan apabila setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran:

a. Mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah meledak, dan bahan lain dengan cara yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkut yang terbuka;

b. Tidak melakukan Andalalin dalam setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur pada jalan Kabupaten yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ;

c. Batas usia kendaraan, persentase penembusan cahaya pada kaca kendaraan bermotor maksimal sebesar 60% (enam puluh persen), menggunakan knalpot yang berpotensi menimbulkan kebisingan, dan tidak menggunakan lampu yang menyilaukan pengguna jalan;

d. Tidak menutup konstruksi bak muatan yang diangkut sehingga mencemari lingkungan;

e. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; dan

f. Bagi kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) >7500 parkir di tepi jalan umum.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

a. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Penerbitan Pas Kecil Bagi Kapal Dengan Tonase Kotor Kurang Dari 7 (GT<7) Di Danau Beratan (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 77);

b. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor  70);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan 

pada tanggal 23 April 2020

Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 23 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

             t.t.d
       I GEDE SUSILA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 14 NOMOR 2020 
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

	NO
	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN
	UKURAN MINIMAL

	1.
	Pusat Kegiatan
	

	a.
	Kegiatan Perdagangan
	

	
	Pusat perbelanjaan/ritail
	500 m2 luas lantai bangunan

	b.
	Kegiatan Perkantoran
	1000 m2 luas lantai bangunan

	c.
	Kegiatan Industri
	

	
	Industri dan pergudangan
	2500 m2 luas lantai bangunan

	d.
	Fasilitas Pendidikan
	

	1).
	Sekolah/universitas
	500 siswa

	2).
	Lembaga kursus
	Bangunan dengan 50 siswa/waktu

	e.
	Fasilitas Pelayanan Umum
	

	1).
	Rumah sakit
	50 tempat tidur

	2).
	Klinik bersama
	10 ruang praktek dokter

	3).
	Bank
	500 m2 luas lantai bangunan

	f.
	Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Umum
	1 dispenser

	g.
	Hotel
	50 kamar

	h.
	Gedung Pertemuan
	500 m2 luas lantai bangunan

	i.
	Restauran
	100 tempat duduk

	j.
	Fasilitas
olah
raga
(indoor
atau
outdoor)
	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10000 m2

	k.
	Bengkel kendaraan bermotor
	2000 m2 luas lantai bangunan

	l.
	Pencucian mobil
	2000 m2 luas lantai bangunan

	2.
	Permukiman
	

	a.
	Perumahan dan Permukiman
	

	1).
	Perumahan sederhana
	150 unit

	2).
	Perumahan menengah-atas
	50 unit

	b.
	Rumah Susun dan Apartemen
	

	1).
	Rumah susun sederhana
	100 unit

	2).
	Apartemen
	50 unit

	c.
	Asrama
	50 kamar

	d.
	Ruko
	Luas Lantai keseluruhan 2000 m2

	3.
	Infrastruktur
	

	a.
	Akses ke dan dari jalan tol
	Wajib

	b.
	Pelabuhan
	Wajib

	c.
	Bandar udara
	Wajib

	d.
	Terminal
	Wajib

	e.
	Stasiun kereta api
	Wajib

	f.
	Pool kendaraan
	Wajib

	g.
	Fasilitas parkir untuk umum
	Wajib

	h.
	Jalan layang (flyover)
	Wajib

	i.
	Lintas bawah (underpass)
	Wajib

	j.
	Terowongan (tunnel)
	Wajib

	NO
	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN
	UKURAN MINIMAL

	4.
	Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya:

	Andalalin dilakukan apabila diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.


Catatan : angka pada kolom diatas adalah angka kumulatif.

BUPATI TABANAN,

        t.t.d
NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI
	Nomor
	:
	.........
	............
	.........,20.....  

	Klasifikasi
	:
	.........
	
	

	Lampiran
	:
	.........
	
	

	Perihal
	:
	Permohonan Persetujuan ANDALALIN
	
	


                                                          Kepada

                                                   Yth. BUPATI TABANAN

                                                          c/q Kepala Dinas Perhubungan

                                                          Kabupaten Tabanan

                                                          di –

                                                             Tabanan

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati Tabanan untuk pembangunan atau pengembangan pusat kegiatan di jalan kabupaten dan/atau jalan desa.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/ pembangun yaitu PT. ……… (diisi nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/ membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan . . . (diisi nama jalan/ RT/ RW/ Kelurahan/ Kecamatan/Kabupaten/Kota) yang merupakan jalan kabupaten/desa.

3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan ........ (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).

4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV....... (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).

5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Pemohon

Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

BUPATI TABANAN,

           t.t.d
NI PUTU EKA WIRYASTUTI
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

	NO
	NAMA TRAYEK
	JARAK/PANJANG TRAYEK
	TARIF PENUMPANG UMUM
	TARIF PELAJAR/MAHASISWA

	
	
	(Km)
	(Rp)
	(Rp)

	I
	ANGKUTAN  KOTA
	 
	 
	 

	1
	Kediri-Tabanan-Tuakilang
	7
	6750
	3850

	2
	Kediri-Tabanan-Pesiapan
	5
	6750
	3850

	3
	Pesiapan-Tabanan.
	6
	6750
	3850

	4
	Pesiapan-Bongan  
	6
	6750
	3850

	5
	Kaba-Kaba-Kediri-Tabanan
	7
	6750
	3850

	6
	Tabanan-Kediri-Mengwi
	10
	8600
	4800

	II
	ANGKUTAN BATAS KOTA
	 
	 
	 

	1
	Tabanan-Buahan-Marga
	12
	6750
	3850

	2
	Kediri-Pejaten-Tanah Lot
	12
	6750
	3850

	3
	Kediri-Pandak-Tanah Lot
	11
	6750
	3850

	4
	Tabanan-Kukuh-Marga
	9
	6750
	3850

	5
	Tabanan-Pesiapan-Yeh Gangga
	8
	6750
	3850

	III
	ANGKUTAN PEDESAAN
	 
	 
	 

	1
	Tuakilang-Senganan
	16
	7700
	3850

	2
	Tuakilang-Penatahan
	12
	6750
	3850

	3
	Tuakilang-Penebel
	10
	6750
	3850

	4
	Tuakilang-Rejasa
	15
	7700
	4800

	5
	Tuakilang-Jatiluwih
	22
	9650
	6750

	6
	Pesiapan-Wangaya Gede
	18
	8600
	6750

	7
	Pesiapan-Timpag
	13
	6750
	3850

	8
	Pesiapan-Kerambitan
	9
	6750
	4800

	9
	Marga-Senganan-Baturiti
	16
	6750
	3850

	10
	Bajera-Wanagiri- Sarinbuana
	17
	7700
	4800

	11
	Bajera- Blimbing
	15
	6750
	3850

	12
	Bajera-Angkah-Lumbung-Wanayu 
	22
	9650
	5800

	13
	Bajera-Tegalmengkeb
	12
	6750
	4800

	14
	Bajera-Bebali
	15
	7700
	5800


BUPATI TABANAN,

          t.t.d
NI PUTU EKA WIRYASTUTI
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PENETAPAN TRAYEK TERTENTU
	NO
	KODE TRAYEK
	ASAL TUJUAN
	JENIS KENDARAAN

	1
	BTS-01
	Penebel - Tabanan
	Bus Sedang

	2
	BTS-02
	Pandak - Kediri - Abiang Tuwung - Kediri - Tanah Bang - Kediri
	Bus Sedang

	3
	TSP-M01
	Pekilen - Selan Bawak - SMP N 4 Marga
	Bus Kecil

	4
	TSP-M02
	Padang Aling - Seribupati - SMP N 4 Marga
	Bus Kecil

	5
	TSP-PU01
	Suradadi - SMP N 2 Pupuan
	Bus Kecil

	6
	TSP-PU02
	Bangsing - SMP N 2 Pupuan
	Bus Kecil

	7
	TSP-PB01
	Wanasari - SMP N 1 Penebel - Wanasari - SMP N 1 Penebel
	Bus Kecil

	8
	TSP-KR01
	Jangkahan - Batuaji - SMP N 2 Kerambitan
	Bus Kecil

	9
	TSP-KR02
	Kutuh - SMP N 2 Kerambitan
	Bus Kecil

	10
	TSP-KR03
	Batuaji Kawan - SMP N 2 Kerambitan
	Bus Kecil

	11
	TSP-KR04
	Kesiut - Timpag - SMP N 2 Kerambitan
	Bus Kecil

	12
	TSP-KR05
	Jagatamu - SMP N 2 Kerambitan
	Bus Kecil

	13
	TSP-KR06
	Sarasidi - Payuk Bangkah - SMP N 2 Kerambitan
	Bus Kecil

	14
	TSP-KR07
	Bangkiang Mayung - Meliling - BTN GCA - SMP N 2 Kerambitan
	Bus Kecil

	15
	TSP-KR08
	Sembung Kumpi - SMP 2 Kerambitan - Perum Mandung - SMP 2 Kerambitan
	Bus Kecil

	16
	TSP-KR09
	Pasut - SMP N 1 Kerambitan - Tibubiu - SMP N 1 Kerambitan
	Bus Kecil

	17
	TSP-KR10
	Kelating - SMP N 1 Kerambitan - Penarukan - SMP N 1 Kerambitan
	Bus Kecil

	18
	TSP-KR11
	Penyalin - Pangkungkarung - SMP N 1 Kerambitan - Serongga - SMP N 1 Kerambitan
	Bus Kecil

	19
	TSP-KR12
	Munduk Catu -Dukuh - SMP N 1 Kerambitan - Samsaman Alas - SMP N 1 Kerambitan
	Bus Kecil

	20
	TSP-BT01
	Basang Be - Ceking - Piyun - SMPN2Baturiti
	Bus Kecil

	21
	TSP-BT02
	Mandul - Bluangan - SMPN2Baturiti
	Bus Kecil

	22
	TSP-BT03
	Temacun - Poyan - SMPN2Baturiti
	Bus Kecil

	23
	TSP-BT04
	Kukub - Selat - SMPN2Baturiti
	Bus Kecil

	24
	TSP-BT05A
	Bunyuh - SMPN2Baturiti (Jalur Selatan)
	Bus Kecil

	25
	TSP-BT05B
	Bunyuh - SMPN2Baturiti (Jalur Timur)
	Bus Kecil

	26
	TSP-BT06
	Punjuan - Palian - SMPN2Baturiti
	Bus Kecil

	27
	TSP-BT07
	Mekarsari - SMPN2Baturiti
	Bus Kecil

	28
	TSP-BT08
	Juwuk Legi - SMPN1Baturiti
	Bus Kecil

	29
	TSP-BT09
	Batunya - SMPN1Baturiti
	Bus Kecil

	30
	TSP-BT10
	Pekarangan - SMPN1Baturiti
	Bus Kecil

	31
	TSP-BT11
	Kembang Merta - SMPN1Baturiti
	Bus Kecil

	32
	TSP-BT12
	Batusesa - SMPN1Baturiti
	Bus Kecil

	33
	TSP-BT13
	Bangah - Pacung - SMPN1Baturiti
	Bus Kecil

	NO
	KODE TRAYEK
	ASAL TUJUAN
	JENIS KENDARAAN

	34
	TSP-BT14
	Peneng - SMPN1Baturiti
	Bus Kecil

	35
	TSP-BT15
	Poyan - Luwus - SMPN1Baturiti
	Bus Kecil

	36
	TSP-BT16
	Taman Tanda - SMPN1Baturiti
	Bus Kecil

	37
	TSP-BT17
	Candi Kuning - SMPN1Baturiti
	Bus Kecil

	38
	TSP-BT18
	Temacun - Tundak - Pacung - SMPN1Baturiti
	Bus Kecil

	39
	TSP-BT19
	Sandan - SMPN4Baturiti
	Bus Kecil

	40
	TSP-BT20
	Bukit Catu - SMPN4Baturiti
	Bus Kecil

	41
	TSP-BT21
	Taman Tanda - SMPN4Baturiti
	Bus Kecil

	42
	TSP-BT22
	Munduk Andong Kaja - SMPN4Baturiti
	Bus Kecil

	43
	TSP-BT23
	Munduk Andong Tengah - Apit Yeh - Uma Poh - SMPN 4 Baturiti
	Bus Kecil

	44
	TSP-BT24
	Munduk Lumbang - Angseri - SMP N 3 Baturiti - Br. Tegeh - SMP N 3 Baturiti
	Bus Kecil

	45
	TSP-BT25
	Angseri - SMP N 3 Baturiti - Tegeh - SMP N 3 Baturiti
	Bus Kecil

	46
	TSP-BT26
	Br. Kambangan - SMP N 3 Baturiti - Tinungan - SMP N 3 Baturiti - Pinge - SMP N 3 Baturiti
	Bus Kecil

	47
	TSP-BT27
	Jelantik - Baru - SMP N 3 Baturiti - Jelantik - Baru - SMP N 3 Baturiti
	Bus Kecil

	48
	TSP-BT28
	Uma Poh - SMP N 3 Baturiti - Br. Apit Yeh  - SMP N 3 Baturiti
	Bus Kecil

	49
	TSP-BT29
	Antapan - SMPN 5 Baturiti - Talangpati - Smp 5 Baturiti
	Bus Kecil

	50
	TSP-BT30
	Mayungan - SMPN 5 Baturiti - Mayungan - SMPN 5 Baturiti
	Bus Kecil

	51
	TSP-BT31
	Juwuk Legi - SMPN 5 Baturiti -Banjar Abing - Smp 5 Baturiti
	Bus Kecil

	52
	TSP-PU03
	Pasut - SMP N 4 Pupuan - Kebon - SMP N 4 Pupuan
	Bus Kecil

	53
	TSP-PU04
	Gelunggang - Jelijih - Punggang - SMP N 4 Pupuan
	Bus Kecil

	54
	TSP-PU05
	Galiukir – SMP N 4 Pupuan – Batungsel – SMP N 4 Pupuan
	Bus Kecil

	55
	TSP-M03
	Pekilen – Selanbawak – SMP N 4 Marga - Pekilen – Selanbawak – SMP N 4 Marga – Cau Blayu – SMP N 4 Marga
	Bus Kecil

	56
	TSP-M04
	Jadi - Tegal Jadi - SMPN 2 Marga - Pengembungan - Adeng - Batanwani - SMPN 2 Marga
	Bus Kecil

	57
	TSP-M05
	Batannyuh - SMPN 2 Marga - Batannyuh - SMPN 2 Marga - Umadiwang - SMPN 2 Marga
	Bus Kecil

	58
	TSP -M06
	Pangkung Nyuling - Senapahan - SMPN 2 Marga - Tanah Bang - SMPN 2 Marga - Tanah Bang - SMPN 2 Marga
	Bus Kecil

	59
	TSP-SL01
	Gamongan - SMPN 1 Selemadeg - Singin - SMPN 1 Selemadeg
	Bus Kecil

	60
	TSP-SL02
	Bebali - SMPN 1 Selemadeg - Cekik - SMPN 1 Selemadeg
	Bus Kecil

	61
	TSP-SL03
	Antosari - SMPN 1 Selemadeg - Antosari - SMPN 1 Selemadeg
	Bus Kecil

	62
	TSP-SL04
	Bonian - Payan - Soka - SMPN 1 Selamadeg - Antosari - Smp 1 Selemadeg
	Bus Kecil

	63
	TSP-SL05
	Taman Yoga - Kebon Lenganan - Munduk - SMPN 1 Selemadeg - Kebon Lenganan - Smp 1 Selemadeg
	Bus Kecil

	NO
	KODE TRAYEK
	ASAL TUJUAN
	JENIS KENDARAAN

	64
	TSP-SL06
	Selemadeg - SMPN 1 Selemadeg - Selemadeg - SMPN 1 Selemadeg
	Bus Kecil

	65
	TSP-SL07
	Serampingan - Jemberana - Cemagi - Kaba-kaba - SMPN 1 Selemadeg - Sukawati - SMPN 1 Selemadeg
	Bus Kecil

	66
	TSP-SL08
	Antap - SMPN 1 Selemadeg - Antap - SMPN 1 Selemadeg
	Bus Kecil

	67
	TSP-SL09
	Selemadeg - Berembeng - Smp 1 Selemadeg - Gablogan - Smp 1 Selemadeg
	Bus Kecil

	68
	TSP-ST01
	Klecung - Tegal Mengkeb - SMPN 2 Selemadeg Timur
	Bus Kecil

	69
	TSP-ST02
	Munduk Ulan - Br. Alas - Babakan - SMPN 2 Selemadeg Timur
	Bus Kecil

	70
	TSP-ST03
	Tegal Mengkeb Kelod - Branjingan - SMPN 2 Selemadeg Timur
	Bus Kecil

	71
	TSP-ST04
	Pondok Mekar - Pondok Beraban - Tangguntiti - SMPN 2 Selemadeg Timur
	Bus Kecil

	72
	TSP-ST05
	Jelijih Lebah - SMPN 1 Selemadeg Timur - Jelijih Tegeh - SMPN 1 Selemadeg Timur
	Bus Kecil

	73
	TSP-ST06
	Pucuk - Bantas - SMPN 1 Selemadeg Timur - Bantas Bale Agung - SMPN 1 Selemadeg Timur
	Bus Kecil

	74
	TSP-ST07
	Kanciana - Kemetug - Apit yeh - Gunung salak - Megati - Smp 1 Selemadeg Timur
	Bus Kecil

	75
	TSP-ST08
	Sesandan - Smp 1 Selelemadeg Timur -Megati Kaja - Megati Kelod - Smp 1 Selemadeg Timur
	Bus Kecil

	76
	TSP-ST09
	Serampingan – SMP N 1 Seltim – Bunut Puhun Lelangan - SMP N 1 Seltim – Sos Bantas - SMP N 1 Seltim
	Bus Kecil

	77
	TSP-PB02
	Kesambi - SMPN 1 Penebel - Wangaya Betan - SMPN 1 Penebel
	Bus Kecil

	78
	TSP-PB03
	Kesambi - SMPN 1 Penebel - Piling - SMPN 1 Penebel
	Bus Kecil

	79
	TSP-PB04
	Pemanis - SMPN 1 Penebel - Tajen - SMPN 1 Penebel
	Bus Kecil

	80
	TSP-PB05
	Riang - Darma - SMPN 1 Penebel - Jegu - SMPN 1 Penebel
	Bus Kecil

	81
	TSP-PB06
	Wanasari - Sesandan - Buruan - SMPN 1 Penebel - Sesandan - Buruan - SMPN 1 Penebel
	Bus Kecil

	82
	TSP-PB07
	Jatiluwih - SMPN 3 Penebel - Jatiluwih - SMPN 3 Penebel
	Bus Kecil

	83
	TSP-PB08
	Munduklumbang - SMPN 3 Penebel - Bubugan - SMPN 3 Penebel
	Bus Kecil

	84
	TSP-PB09
	Pemanis - SMPN 3 Penebel - Pacung - Pagi - SMPN 3 Penebel
	Bus Kecil

	85
	TSP-PB10
	Babahan - Dadia - SMPN 3 Penebel - Utu - Bolangan - SMPN 3 Penebel
	Bus Kecil

	86
	TSP-SB01
	Selabih Pangkung Kuning - SMPN 1 Selbar - Selabih - SMPN 1 Selbar - Selabih - SMPN 1 Selbar
	Bus Kecil

	87
	TSP-SB02
	Payan - SMPN 1 Selbar - Bonian - SMPN 1 Selbar -Bonian - SMPN 1 Selbar
	Bus Kecil

	88
	TS-05
	Tunjuk - Buahan - SMPN 1 Tabanan - Buahan - SMP N 1 Tabanan
	MPU/Angkot

	89
	TS-07
	Pandak - Kediri - SMP N 1 Tabanan - Kediri - SMP N 1 Tabanan
	MPU/Angkot

	90
	TS-13
	Belayu - Kukuh - Tanah Bang - SMP N 1 Tabanan - Tanah Bang - SMP N 1 Tabanan
	MPU/Angkot

	NO
	KODE TRAYEK
	ASAL TUJUAN
	JENIS KENDARAAN

	91
	TS-15
	Penyalin - Pesiapan - Jambe - SMP N 2 Tabanan - Dauh Pala - Jambe - SMP N 2 Tabanan
	MPU/Angkot

	92
	TS-17
	Sandan - Wanasari - SMP N 2 Tabanan - Tuakilang - Pasekan - SMP N 2 Tabanan
	MPU/Angkot

	93
	TS-19
	Tunjuk - Buahan - SMPN 2 Tabanan - Buahan - SMP N 2 Tabanan
	MPU/Angkot

	94
	TS-20
	Nyitdah - Kediri - Sanggulan Desa - SMP N 2 Tabanan - Kediri - Sanggulan Desa - SMP N 2 Tabanan
	MPU/Angkot

	95
	TS-21
	Pandak - Kediri - SMP N 2 Tabanan - Kediri - SMP N 2 Tabanan
	MPU/Angkot

	96
	TS-23
	Bongan Jawa - Bongan Gede - SMP N 2 Tabanan - Gerokgak - SMP N 2 Tabanan
	MPU/Angkot

	97
	TS-24
	Bongan Kauh - Dukuh - Delod Rurung - SMP N 2 Tabanan - Dukuh - Delod Rurung - SMP N 2 Tabanan
	MPU/Angkot

	98
	TS-40
	Dadakan - Sanggulan - SMP N 3 Tabanan - Sanggulan -SMP N 3 Tabanan
	MPU/Angkot

	99
	TS-01
	Penyalin - Pesiapan - Jambe - SMP N 1 Tabanan - Dauh Pala - Jambe - SMP N 1 Tabanan
	MPU/Angkot

	100
	TS-02
	Perum Vista - Gerokgak - SMP N 1 Tabanan - By Pass - Gerokgak - SMP N 1 Tabanan
	MPU/Angkot

	101
	TS-03
	Sandan - Wanasari - SMP N 1 Tabanan - Tuakilang - Pasekan - SMP N 1 Tabanan
	MPU/Angkot

	102
	TS-04
	Subamia - SMP N 1 Tabanan - Subamia - SMP N 1 Tabanan
	MPU/Angkot

	103
	TS-05
	Tunjuk - Buahan - SMPN 1 Tabanan - Buahan - SMP N 1 Tabanan
	MPU/Angkot

	104
	TS-06
	Nyitdah - Kediri - Sanggulan Desa - SMP N 1 Tabanan - Kediri - Sanggulan Desa - SMP N 1 Tabanan
	MPU/Angkot

	105
	TS-08
	Bedha - Bongan Puseh - Bongan Pala - SMP N 1 Tabanan - Gerokgak - SMP N 1 Tabanan
	MPU/Angkot

	106
	TS-09
	Bongan Jawa - Bongan Gede - SMP N 1 Tabanan - Gerokgak - SMP N 1 Tabanan
	MPU/Angkot

	107
	TS-10
	Bongan Kauh - Dukuh - Delod Rurung - SMP N 1 Tabanan - Dukuh - Delod Rurung - SMP N 1 Tabanan
	MPU/Angkot

	108
	TS-11
	Yeh Gangga - Gubug - Pulau Nias - SMP N 1 Tabanan - Gubug - Pulau Nias - SMP N 1 Tabanan
	MPU/Angkot

	109
	TS-12
	Dadakan - Kediri - SMP N 1 Tabanan - Kediri - SMP N 1 Tabanan
	MPU/Angkot

	110
	TS-14
	Jadi - BTN Sanggulan - SMP N 1 Tabanan - BTN Sanggulan - SMP N 1 Tabanan
	MPU/Angkot

	111
	TS-15
	Penyalin - Pesiapan - Jambe - SMP N 2 Tabanan - Dauh Pala - Jambe - SMP N 2 Tabanan
	MPU/Angkot

	112
	TS-16
	Perum Vista - Gerokgak - SMP N 2 Tabanan - By Pass - Gerokgak - SMP N 2 Tabanan
	MPU/Angkot

	113
	TS-17
	Sandan - Wanasari - SMP N 2 Tabanan - Tuakilang - Pasekan - SMP N 2 Tabanan
	MPU/Angkot

	114
	TS-18
	Subamia - SMP N 2 Tabanan - Subamia - SMP N 2 Tabanan
	MPU/Angkot

	NO
	KODE TRAYEK
	ASAL TUJUAN
	JENIS KENDARAAN

	115
	TS-19
	Tunjuk - Buahan - SMPN 2 Tabanan - Buahan - SMP N 2 Tabanan
	MPU/Angkot

	116
	TS-22
	Bedha - Bongan Puseh - Bongan Pala - SMP N 2 Tabanan - Gerokgak - SMP N 2 Tabanan
	MPU/Angkot

	117
	TS-24
	Bongan Kauh - Dukuh - Delod Rurung - SMP N 2 Tabanan - Dukuh - Delod Rurung - SMP N 2 Tabanan
	MPU/Angkot

	118
	TS-25
	Yeh Gangga - Gubug - Pulau Nias - SMP N 2 Tabanan - Gubug - Pulau Nias - SMP N 2 Tabanan
	MPU/Angkot

	119
	TS-26
	Dadakan - Kediri - SMP N 2 Tabanan - Kediri - SMP N 2 Tabanan
	MPU/Angkot

	120
	TS-27
	Belayu - Kukuh - Tanah Bang - SMP N 2 Tabanan - Tanah Bang - SMP N 2 Tabanan
	MPU/Angkot

	121
	TS-28
	Jadi - BTN Sanggulan - SMP N 2 Tabanan - BTN Sanggulan - SMP N 2 Tabanan
	MPU/Angkot

	122
	TS-29
	Penyalin - Pesiapan - Jambe - SMP N 3 Tabanan
	MPU/Angkot

	123
	TS-30
	Perum Vista - Gerokgak - SMP N 3 Tabanan
	MPU/Angkot

	124
	TS-31
	Sandan - Wanasari - Tuakilang - Pasekan - SMP N 3 Tabanan
	MPU/Angkot

	125
	TS-32
	Subamia - SMP N 3 Tabanan - Subamia - SMP N 3 Tabanan
	MPU/Angkot

	126
	TS-33
	Tunjuk - Buahan - SMP N 3 Tabanan
	MPU/Angkot

	127
	TS-34
	Nyitdah - Kediri - Sanggulan Desa - SMP N 3 Tabanan - Kediri - Sanggulan Desa - SMP N 3 Tabanan
	MPU/Angkot

	128
	TS-35
	Pandak - Kediri - SMP N 3 Tabanan 
	MPU/Angkot

	129
	TS-36
	Bedha - Bongan Puseh - Bongan Pala - Gerokgak - SMP N 3 Tabanan
	MPU/Angkot

	130
	TS-37
	Bongan Jawa - Bongan Gede - Gerokgak - SMP N 3 Tabanan
	MPU/Angkot

	131
	TS-38
	Bongan Kauh - Dukuh - Delod Rurung - SMP N 3 Tabanan
	MPU/Angkot

	132
	TS-39
	Yeh Gangga - Gubug - Pulau Nias - SMP N 3 Tabanan
	MPU/Angkot

	133
	TS-41
	Belayu - Kukuh - SMP N 3 Tabanan
	MPU/Angkot

	134
	TS-42
	Jadi - BTN Sanggulan - SMP N 3 Tabanan - BTN Sanggulan - SMP N 3 Tabanan
	MPU/Angkot

	135
	TS-43
	Br. Pande - Tanah Pegat - SMPN 5 Tabanan - Br. Pande - Tanah Pegat - SMPN 5 Tabanan
	MPU/Angkot

	136
	TS-44
	Br. Taman - Gubug - SMPN 5 Tabanan - Br. Taman - Gubug - SMPN 5 Tabanan
	MPU/Angkot

	137
	TS-45
	Curah - Sakeh - Jelai - SMPN 5 Tabanan - Katimemes - Celuk - Karanganyar - SMPN 5 Tabanan
	MPU/Angkot

	138
	TS-46
	Yeh Gangga - SMPN 5 Tabanan - Yeh Gangga - SMPN 5 Tabanan
	MPU/Angkot

	139
	TS-47
	Dukuh - Bongan - Wanasara - SMPN 5 Tabanan - Dukuh - Bongan - Wanasara - SMPN 5 Tabanan
	MPU/Angkot

	140
	TS-48
	Jadi - Sanggulan - SMPN 6 Tabanan - Wanasari - Tuakilang - SMPN 6 Tabanan
	MPU/Angkot

	141
	TS-49
	Perum Vista - Pulau Nias - SMPN 6 Tabanan - Wanasari - Tuakilang - SMPN 6 Tabanan
	MPU/Angkot

	NO
	KODE TRAYEK
	ASAL TUJUAN
	JENIS KENDARAAN

	142
	TS-50
	Tunjuk - Buahan - SMPN 6 Tabanan - Wanasari - Tuakilang - SMPN 6 Tabanan
	MPU/Angkot

	143
	TS-51
	Bongan - Gerokgak - SMPN 6 Tabanan - Subamia - SMPN 6 Tabanan
	MPU/Angkot

	144
	TS-52
	Subamia - SMPN 6 Tabanan - Subamia - SMPN 6 Tabanan
	MPU/Angkot

	145
	TS-53
	Senapahan - Koripan - SMPN 5 Kediri - Abiantuwung - SMPN 5 Kediri
	MPU/Angkot

	146
	TS-54
	Tanah Bang - Br. Anyar - SMPN 5 Kediri - Abiantuwung - SMPN 5 Kediri
	MPU/Angkot


BUPATI TABANAN,

          t.t.d
NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KOMPONEN PERHITUNGAN BESARAN PEMBELIAN LAYANAN 
ANGKUTAN UMUM
	NO
	JENIS BIAYA

	A
	BIAYA LANGSUNG

	1
	Biaya Tetap

	 
	a. Biaya Penyusutan

	 
	b. Biaya Bunga Modal

	 
	c. Biaya Pajak Kendaraan

	 
	d. Biaya Ijin Trayek

	 
	e. Biaya Uji (KEUR)

	 
	f. Biaya Asuransi Penumpang

	 
	 

	2
	Biaya Tidak Tetap

	 
	a. Biaya BBM

	 
	b. Biaya Pelumas, Service dan Cuci

	 
	c. Biaya Suku Cadang

	 
	d. Biaya Gaji dan Tunjangan Awak

	 
	 

	B
	BIAYA TIDAK LANGSUNG

	1
	Biaya Pegawai Kantor

	 
	a. Gaji

b. Tunjangan/Pendapatan Lain-lain

	
	

	2
	Biaya Pengelolaan

	 
	a. Pembangunan/Sewa Kantor

	 
	b. Penyusutan Peralatan Kantor, Bengkel, dll

	 
	c. Pemeliharaan Kantor, Bengkel dan Peralatan lainnya

	 
	d. Biaya ATK kantor

	 
	e. Biaya Listrik, Air, Telpon, dan Operasional kantor Lainnya

	 
	f. Biaya Overhead

	
	

	C
	MARGIN OPERATOR

	
	


BUPATI TABANAN,
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